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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 11 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara
Penetapan Trase Jalur Kereta Api;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011,

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon |
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Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA

CARA PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, Kriteria,
persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta
api.

Trase adalah rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui titik-
titik koordinatnya.

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik
berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian
lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait
dengan perjalanan kereta api.

Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api,
dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan
rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur
kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian
atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.

Ruang Manfaat Jalur adalah jalan rel dan bidang tanah di kiri dan
kanan jalan rel beserta ruang di kiri kanan atas dan bawah yang
digunakan untuk konstruksi jalan rel, penempatan fasilitas operasi
kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.

Ruang Milik Jalur adalah bidang tanah di kiri dan kanan ruang
manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan
konstruksi jalan rel, baik yang terletak pada permukaan, dibawah
permukaan dan diatas permukaan tanah, yang lebarnya diukur dari
batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api
yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.
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8. Ruang Pengawasan Jalur adalah bidang tanah atau bidang lain di Kiri
dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk
pengamanan dan kelancaran operasi kereta api, dengan batas 9
(sembilan) meter pada permukaan tanah. Untuk jembatan dengan
bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter pada permukaan tanah
yang melintas sungai, maka lebar ruwasja menjadi 50 (lima puluh)
meter ke arah hilir dan hulu sungai, yang diukur dari batas paling
luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api.

9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

11. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.
BAB I

TUJUAN DAN SASARAN PENETAPAN TRASE
JALUR KERETA API
Bagian Kesatu
Tujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api

Pasal 2

Penetapan trase jalur kereta api bertujuan untuk mewujudkan:

a. keharmonisan antara jaringan jalur kereta api dan perencanaan tata
ruang wilayah sesuai tatarannya,;

b. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang untuk jaringan jalur
kereta api dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan
dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan jalur
kereta api;

c. keterpaduan jaringan jalur kereta api sebagai satu kesatuan sistem
jaringan transportasi nasional, sehingga mempermudah dan
memperlancar pelayanan angkutan orang dan/atau barang;

d. efisiensi penyelenggaraan perkeretaapian.

Pasal 3

Penetapan trase jalur kereta api menjadi pedoman untuk melaksanakan
kegiatan perencanaan teknis, analisis mengenai dampak lingkungan hidup
atau UKL dan UPL, serta pengadaan tanah sebelum melaksanakan
pembangunan jalur kereta api.
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Bagian Kedua
Sasaran Penetapan Trase Jalur Kereta Api
Pasal 4

Sasaran penetapan trase jalur kereta api untuk mewujudkan tersedianya
ruang yang memadai untuk rumaja, rumija dan ruwasja guna menjamin
keselamatan, keamanan dan kelancaran perjalanan kereta api.

BAB Il
TATA CARA PENETAPAN TRASE
Bagian kesatu

Umum

Pasal 5
Trase jalur kereta api paling sedikit memuat:
a. titik-titik koordinat;
b. lokasi stasiun;
c. rencana kebutuhan lahan; dan
d. skala gambar.

Menteri,  gubernur, bupati/walikota  sesuai kewenangannya
menetapkan trase jalur kereta api:

a. sesuai rencana induk perkeretaapian;
b. diluar rencana induk perkeretaapian.

Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan trase jalur kereta
api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu
mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan pengajuan penetapan trase

Pasal 6
Penetapan trase jalur kereta api dilakukan atas prakarsa dari Menteri,
gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya atau dari
badan usaha.
Penetapan trase jalur kereta api atas prakarsa Menteri, gubernur atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan rencana induk perkeretaapian dan/atau
kebijakan strategis nasional.
Penetapan trase jalur kereta api atas prakarsa badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana induk
perkeretaapian atau di luar rencana induk perkeretaapian.
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Pasal 7

(1) Dalam hal Menteri menetapkan trase jalur kereta api nasional dan
dalam memberikan persetujuan penetapan trase jalur kereta api
provinsi atau kabupaten/kota, Menteri membentuk tim evaluasi
usulan trase jalur kereta api.

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja terkait yang terdiri

dari:

a. unsur teknis;

b. unsur hukum;

c. unsur keuangan; dan
d. unsur perencanaan.

Pasal 8
Penetapan trase jalur kereta api harus dilengkapi dengan persyaratan
kajian teknis trase jalur kereta api.

Pasal 9

Kajian teknis trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
paling sedikit memuat:

a. gambar rencana trase jalur kereta api; dan
b. data teknis lainnya,;
Pasal 10

Gambar rencana trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf a di atas adalah gambar situasi dan rencana trase jalur kereta api
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. titik-titik koordinat;
b. lokasi stasiun;
c. rencana kebutuhan lahan; dan
d. skala gambar.
Pasal 11

Data teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, paling
sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:

potensi angkutan

pola operasi

kebutuhan lahan

keterpaduan inter dan antar moda
dampak sosial dan lingkungan

" e a0 T

panjang jalur kereta api;
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